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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum pungutan liar terhadap pelaku pungutan liar dalam

pelayanan publik oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Upaya penegakan hukum tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Tim
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dilaksanakan dengan melakukan operasi
tangkap tangan (OTT) , dalam operasi tangkap tangan ini masyarakat mempunyai
peran yang sangat penting karena dengan adanya peran dari masyarakat ini sangat
membantu dalam tugas Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan cara
melaporkan apabila terjadi tindak pidana pungutan liar yang bisa langsung melakukan
pelaporan terhadap tindak pidana pungutan liar. Upaya penegakan hukum yang
selanjutnya memberikan rekomendasi terhadap pimpinan, kementrian / lembaga sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

2. Upaya pencegahan pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Sapu

Bersih Pungutan Liar

Pencegahan tindak pidana pungutan liar salah satunya dilakukan dengan cara
melalukan sosialisasi, dalam sosialisasi untuk mencegah pungutan liar ini bertujuan
untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Tim Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar dan memberikan kesadaran diri terhadap pelaku pungutan liar agar
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menjadi pribadi yang lebih baik untuk menolak atau terhindarnya dari pungutan liar

supaya tercapainya pelayanan publik yang bersih dan transparan.

B. Saran

Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik, seharusnya bersih dari tindak
pidana pungutan liar, Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sudah berupaya
untuk memberantas pungutan liar. Penulis memberikan saran terhadap penegakan

hukum untuk :

1. Memberikan sanksi dan memproses tindak pidana sesuai dengan Undang-
Undang yang berlaku tanpa memandang siapapun pelaku pungutan liar
tersebut, sebab dengan adanya sanksi yang ditegaskan dalam Undang-Undang
membuat efek jera terhadap para pelaku pungutan liar, dan memberikan efek
takut kepada penyelenggara pelayanan publik sehingga terhindarnya dari tindak
pidana pungutan liar, serta guna untuk memberikan kepercayaan masyarakat

terhadap Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
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